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ABSTRACT

The achievement of Electronic Certificate (e-Certificate) implementation,
particularly at the Pre SU-el stage, reached only 1.25% of the total active land
survey documents as of January 2025. Moreover, among the 3635 villages/urban
neighborhoods administratively managed by the Bogor Regency Land Office I,
none has yet met the criteria to be considered a complete village/urban
neighborhood. Based on this issue, the objectives of this research are: (1) to
describe the implementation process of the SU-el stages; and (2) to identify the
challenges and proposed solutions in implementing each stage of the SU-el process.

This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The
data collected consists of primary data, including information on the
implementation of SU-el, challenges in its implementation, and possible solutions.
Secondary data includes regulations related to electronic certificates, particularly
SU-el, as well as summaries of SU-el data and records on the quality of spatial and
textual data. Primary data was collected through interviews, while secondary data
was obtained through document studies. The data analysis was conducted using a
qualitative approach, with the findings presented through data reduction and
categorization.

The results of this study conclude that: (1) The implementation of the SU-el
process is divided into three stages, namely Pre SU-el, Quality Control, and SU-el
Validation, and (2) Each stage of the SU-el implementation faces challenges, which
can be categorized into internal and external constraints, along with corresponding
solutions for each identified issue.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat memiliki dampak terhadap dunia
kerja dalam hal peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem pemerintahan.
Pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis
teknologi di berbagai aspek, termasuk dalam pelayanan administrasi
pemerintahan(Herawza Fachri dkk., 2023). Salah satunya dalam Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang disebut dengan e-
government, SPBE merupakan transformasi yang menggunakan teknologi
berbasis digital yang berkaitan dengan masyarakat dan pemerintah (Arief &
Abbas, 2021). SPBE menekankan pada pemanfaatan teknologi dalam
penyelenggaraan pemerintah yang diharapkan dapat menjadi lebih
transparan dan dapat meningkatkan efisiensi, Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional(Kementerian ATR/BPN) sudah
melaksanakan SPBE di dalamnya.

Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan layanan yang berbasis
digital. Secara nasional terdapat empat jenis pelayanan elektronik yang telah
diterapkan yaitu: Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pemeriksaan
Sertipikat Tanah, Surat Informasi Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Hak
Tanggungan Elektronik(Mujiburohman, 2021). Keempat jenis layanan
sudah menerapkan layanan elektronik. Perkembangan layanan elektornik
yang dilakukan Kementerian ATR/BPN guna mendukung kegiatan
pendaftaran tanah yang akan menuju ke sistem yang berbasis elektronik
seperti yang telah dilaksanakan di beberapa negara.

Sistem pendaftaran tanah di beberapa negara mengalami modernisasi
dalam pembuatan sertipikat elektronik seperti Malaysia dengan sebutan
Sistem Computerised Land Registration System (CLRS) dan Electronic
Land Administration System (ELAS), Singapura disebut STARS eLodgment,



Australia dengan sebutan National Electronic Conveyancing System
(NECS) (Mujiburohman, 2021).

Perubahan menjadi sertipikat elektronik merupakan langkah yang
tepat bagi Kementerian ATR/BPN untuk menjawab dari tantangan zaman,
dengan begitu pelayanan akan efisien dan menghindari pemalsuan serta
memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Perubahan
menjadi sertipikat elektronik telah diatur mengenai pelaksanaannya yaitu
dengan diterbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 tahun
2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran
Tanah. Aturan tersebut menjelaskan pelaksanaan pendaftaran tanah
dilaksanakan melalui sistem elektronik meliputi: (1) pendaftaran tanah
untuk pertama kali; (2) pemeliharaan data pendaftaran tanah; (3) pencatatan
perubahan data dan informasi; dan (4) alih media. Bentuk peralihan yang
berawal dari analog menuju elektronik merupakan suatu dokumen yang
terdiri dari lembaran-lembaran blangko dan kertas yang dijahit
menggunakan benang yang berisikan data yuridis dan data fisik yang
memiliki korelasi dengan bidang tanah tersebut (Herawza Fachri dkk.,
2023) sedangkan untuk sertipikat elektronik terdiri dari satu lembar kertas
tanpa ada jahitan yang membuat lebih efisien dan transparansi. Maka dari
itu Kantor Pertanahan memulai untuk menerapkan sertipikat elektronik
(Mujiburohman, 2021)

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I merupakan salah satu Kantor
Pertanahan yang sudah menerapkan penerbitan sertipikat elektronik sesuai
dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.
Dalam pelaksanaan sertipikat elektronik menurut Petunjuk Teknis Tata Cara
Penerbitan Sertipikat Elektronik Versi 1.0 dan tata cara kerja verifikasi buku
tanah dan surat ukur elektronik 2024 terdapat kegiatan alih media yaitu
verifikasi dan validasi Pra Surat Ukur Elektronik (Pra SU-el) menjadi surat

ukur elektronik dan Pra Buku Tanah Elektronik (Pra BT-el) menjadi buku



tanah elektronik. Penelitian ini akan terfokus pada tahapan Pra SU-el dan
kendala yang dihadapi meliputi kualitas data, karena kualitas data
merupakan hal penting dalam penerapan sertipikat elektronik (Suhattanto
dkk., 2021)

Penerapan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan didukung oleh
kualitas data pertanahan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana.
Kualitas data dalam pembuatan sertipikat elektronik tersebut dapat dilihat
dari beberapa aspek antara lain jumlah bidang tanah yang telah terdaftar,
validitas dan kelengkapan data fisik maupun yuridis, dan kesesuaian data
hasil alih media (warkah, buku tanah, dan surat ukur) antara yang tercatat di
Kantor Pertanahan dengan kondisi aktual di lapangan(Suhattanto dkk.,
2021). Sumber daya manusia harus yang berkompeten dan memahami dari
pelaksanaan surat ukur elektronik(SU-el). Sarana Prasarana juga menjadi
faktor pendukung dalam pelaksanaan Pra SU-el karena dalam setiap
kegiatannya menggunakan laptop. Penerapan sertipikat elektronik akan
terhambat jika terdapat bidang yang belum terdaftar ataupun belum
terpetakan, oleh karena itu Kantor Pertanahan harus memastikan validasi
data bidang tanah di wilayahnya masing-masing (Elora, 2024). Validasi data
elektronik khususnya basis data surat ukur akan memiliki kendala jika data
spasial yang dimiliki Kantor Pertanahan berbeda dengan keadaan yang
terjadi dilapangan (Panamuan dkk., 2023). Tantangan dalam menerapkan
sertipikat elektronik disebabkan oleh kurangnya kualitas dan kuantitas yang
dimiliki di lingkungan Kantor Pertanahan serta merubah pandangan
masyarakat agar lebih percaya terhadap sertipikat elektronik(Huda &
Wandebori, 2021).

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dalam penerapan sertipikat
elektronik memiliki angka yang tidak seimbang antara surat ukur yang
belum dialihmediakan dengan data Pra SU-el yang sudah dialihmediakan.
Adapun data Pra SU-el dari Bulan Agustus 2024 hingga Januari 2025 dapat
dilihat pada Tabel 1 :



Tabel 1. Data Pra Surat Ukur Elektronik

Jumlah
Bulan , Tahun Juml?h Surat Pra SU-el % Pra SU-
Persil el
Ukur
Agustus, 2024 1.243.395 | 1.185.339 4.376 0,37 %
September, 2024 | 1.250.761 | 1.188.959 7.342 0,62 %
Oktober, 2024 1.254.707 | 1.199.030 11.319 0,94 %
November, 2024 | 1.260.244 | 1.211.470 13.162 1,09 %
Desember, 2024 | 1.262.906 | 1.213.995 14.161 1,17 %
Januari, 2025 1.266.751 | 1.216.449 15.180 1,25 %

Sumber: Aplikasi Kementerian ATR/BPN, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 1, capaian penerapan sertipikat
elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I yang paling tinggi pada
Bulan Januari mencapai 1,25%. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I yang
terdiri dari 364 desa. Dari 364 desa tersebut, belum ada potensi untuk
menjadi desa lengkap. Tabel 1 menunjukkan capaian Pra SU-el masih
rendah. Di sisi lain, lokasinya yang strategis menjadikan Kabupaten Bogor
sebagai pusat aktivitas yang dinamis dan terus berkembang, dengan
kemudahan infrastruktrur, komunikasi dan telekomunikasi sehingga
Kabupaten Bogor menjadi salah satu Kabupaten yang diminati untuk
berinvestasi. Oleh karena itu, kebutuhan akan tanah merupakan hal yang
tidak dapat dihindari. Peningkatan kebutuhan tanah akan terus terjadi di
wilayah Kabupaten Bogor. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dapat
memperbaiki data tekstual dan spasial agar kualitas data pertanahan di
wilayah tersebut semakin baik. Dengan memperbaiki data pertanahan akan
membuat pelaksanaan SU-el menuju sertipikat elektronik menjadi cepat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul
“Pelaksanaan Alih Media Dalam Tahapan Surat Ukur Elektronik Menjadi
Sertipikat Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I”.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang peneliti merumuskan
masalah yang akan diteliti yaitu:
1. Bagaimana implementasi alih media dalam tahapan Surat Ukur
Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam implementasi alih media pada

tahapan Surat Ukur Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
1?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk:
a) Mendeskripsikan implementasi dalam tahapan Surat Ukur
Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor .
b) Mendeskripsikan kendala dan solusi yang terjadi dalam tahapan
Surat Ukur Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
2. Penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan secara akademis
ataupun praktis, yaitu:
a) Kegunaan akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
ilmu pengetahuan dan informasi mengenai alih media (tahapan Surat
Ukur Elektronik) khususnya terkait implementasi dalam Surat Ukur
Elektronik yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1.
b) Kegunaan praktis adalah menjadikan bahan masukkan mengenai
kendala dan solusi mengenai pelaksanaan alih media dalam tahapan
Surat Ukur Elektronik untuk Kementerian ATR/BPN dimasa yang

akan datang.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pelaksanaan alih media Surat Ukur Elektronik (SU-el)
menunjukkan perbedaan pada tahapan Pra SU-el dengan tata cara
verifikasi buku tanah dan surat ukur elektronik 2024. Proses ini
melibatkan 17 orang. Terkait sarana prasarana sudah baik. Kantor
Pertanahan hanya berhasil memetakan 39,20% luas persil, dengan
capaian Pra SU-el sebanyak 16.589 bidang tanah. Oleh karena itu,
perlu peningkatan kualitas data spasial dan data tekstual untuk
mendukung tahapan alih media SU-el.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan alih media surat ukur
elektronik dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal.
Kendala internal yang dihadapi baik persil dan tekstual yaitu : 1)
Tumpang Tindih antara bidang tanah; 2) Beda bentuk dan beda
luas bidang tanah; 3) Bidang tanah yang sudah NIBEL tetapi tidak
sesuai pada posisi nya: 4) Bidang tanah kluster 4 (K4); 5) terdapat
dua nomor identifikasi bidang yang sama dalam satu desa; 6)
hilangnya arsip surat ukur. Kendala eksternal yaitu : 1) Terdapat
pihak lain selain tim alih media yang masuk kedalam ruangan alih
media; 2) Komunikasi dalam hal aksesibilitas terkait akun KKP
Web dan SITATA; 3) Sistem KKP Web dan SITATA yang error
Solusi terhadap kendala internal dan ekstenal yang dihadapi dalam
pelaksanaan alih media surat ukur elektronik. Berikut solusi untuk
kendala internal yaitu : 1) Perbaikan bidang tanah; 2) Perbaikan
bidang tanah NIBEL; 3) Peningkatan Kualitas Data Spasial; 4)
Pengecekan riwayat bidang tanah. Solusi untuk kendala eksternal
yaitu : 1) Koordinasi antara pihak internal Kantor Pertanahan
Kabupaten Bogor I; 2) Pembuatan akun untuk tim alih media surat

ukur elektronik; 3) Melakukan pelaporan kepada PUSDATIN.
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B. Saran

1.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 perlu meningkatkan
kualitas data, sumber daya manusia, dan sistem pelaksanaan
secara berkelanjutan. Sehingga dalam penerapan sertipikat
elektronik pada tahapan surat ukur elektronik dan berjalan
dengan lancar dan efisien.

Bagi peneliti selanjutnya, dapat mengkaji dalam hal kesiapan
sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem pelaksanaan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dalam menghadapi

transformasi digital melalui alih media.
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